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Poin Penting:

¢ [nsentif pajak yang
eksesif berpotensi
memicu “perang diskon
pajak” antar negara
tetangga.

® Integrasi Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA)

berisiko mendorong race

to the bottom seperti di
Uni Eropa dan terutama
Afrika.

e Diperlukan kesepakatan
antar negara ASEAN
agar tidak menurunkan
pajak serendah-
rendahnya hingga
merugikan semua
negara anggota.

Mengantisipasi
di Era Integrasi Ekonomi ASEAN

Kompetisi Pajak Makin Ketat, MEA Berisiko Memperburuk Intensitas Persaingan
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dan Research

PRAKARSA Povicy Review
adalah analisis dan rekomendasi
kebijakan independen tentang
berbagai hal krusial yang
berkaitan dengan pembangunan

dan kesejahteraan.

emerintah berencana memperluas,
mempermudah, dan memperpanjang
“libur

mendorong

penerapan kebijakan
(tax holiday)
hingga 20 tahun. Kebijakan ini

pajak”
untuk
investasi
berisiko memancing perang diskon pajak (zox
competition) dengan negara tetangga sehingga
memicu “perlombaan masuk jurang” (race to
the bottom), terutama setelah Masyarakat
ASEAN  (MEA)
akhir tahun ini.

Ekonomi diimplementasikan

Pada kawasan regional yang ekonominya
makin terintegrasi seperti Uni Eropa dan
Afrika,

terjadi.

terutama fenomena race to the

bottom "Perang pajak” berisiko
membawa setiap negara dalam posisi kalah-
kalah (lose-lose situation), pajak yang ringan
akan  mengakibatkan hilangnya  potensi
penerimaan negara. Bagi Indonesia, target
capaian rasio pajak menjadi 16 persen sesuai
Nawacita terancam tidak tercapal. Justru yang
dibutuhkan adalah koordinasi dan kesepakatan
antara negara ASEAN, agar tidak menjadikan
instrumen pajak serendah-rendahnya untuk

mengundang investor.
Tax Holiday, Investasi dan Penerimaan Pajak

Pemerintah Indonesia merencanakan akan
memperluas tax holiday, 5 industri menjadi 9
industri, dan dari 10 tahun menjadi 20 tahun,
serta pelaksanaannya dipermudah, yaitu hanya
melalui keputusan Menteri Keuangan dan
tidak harus lewat konsultasi dengan Presiden.
Tujuan dari tax holiday sangat jelas vyaitu

mendatangkan investor.

Kebijakan pelonggaran tax holiday ini bukanlah
hal yang baru bagi Indonesia, namun hasilnya

"Perang Pajak”

tidak selalu sesuaiyang diharapkan. Pada tahun
1970-an kebijakan tax holiday diberlakukan,
namun tidak signifikan menarik investasi
masuk ke Indonesia. Justru ketika tahun 1984
tax holiday dicabut dan hampir tak ada insentif
pajak khusus, Foreign Direct Investment (FDI)
malah meningkat pesat (Nainggolan, 2004).

Penelitian Banga (2003) pada 17 negara Asia

termasuk Indonesia  juga menyimpulkan
insentif pajak tidak berpengaruh signifikan
pada peningkatan FDI'. Riset khusus Indonesia
dari tesis Dewi (2012) juga berkesimpulan,
tidak

keputusan

fasilitas  tax holiday berpengaruh

signifikan  terhadap investasi
Potensi Indonesia sebenarnya sudah cukup
menarik bagt investor, meski tanpa fasilitas tax

holiday.

Di sisi lain, fasilitas tax holiday justru bisa
dimanfaatkan perusahaan-perusahaan
lama vyang ‘“culas" untuk menghindarkan
pajak, dengan membuat perusahaan "baru”
sehingga mendapatkan fasilitas “libur pajak”
Hal ini dapat dilakukan terutama dengan
‘memanfaatkan administrasi pajak yang masih
lemah. Atau dilakukan dengan kecanggihan
teknik
pada kapasitas vyang dimiliki
multinasional (OECD, 2014).

penyembunyian  pajak, terutama

perusahaan












